KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Badan Reserse Kriminal

(TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG)
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] UU NO. 8 TAHUN 1981 TTG KUHAP

] UU NOMOR 21 THN 2007 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG

UU TERKAIT LAINNYA SEPERTI:
** PEKERJA MIGRAN INDONESIA

*s* PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

NANGANAN TPPO

[
-
— —

GUGUS TUGAS PENANGANAN TPPO

»PERPRES NO 69 TAHUN 2008 TENTANG GUGUS
TUGAS PEMBERANTASAN TPPO.




. KABARESKRIM
DIRJEN HUKUM & HAM
JAKSA AGUNG
MA
SEKRETARIAT KABINET
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
SEKRETARIAT NEGARA
DIRJEN ANGGARAN KEMENKU

PERPRES 69 TH 2008 TTG
GUGUS TUGAS TPPO DI DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA,

INDONESIA 1 ?13!233 IBhfl!liR:g;IERINTAHAN DESA,

KEMENDAGRI
12. KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
13.DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN BNP2TKI
14.LPSK
15.KETUA OMBUDSMAN
16.KETUA ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA
17.PERADI
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PENANGANAN TPPO DI DITTIPIDUM BARESKRIM
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PERKEMBANGAN TPPO

3.

SR

PEMALSUAN DOKUMEN BERUPA KTP;

KAWIN KONTRAK (ADA BATAS WAKTU);

VISA KUNJUNGAN DAN KMDN LANGSUNG BEKERJA
PMI SEKTOR INFORMAL LANGSUNG KE NEGARA
TUJUAN PENEMPATAN ATAU BUKAN NEGARA
PENEMPATAN,;

PEREKRUTAN DILAKUKAN SECARA LANGSUNG OLEH
PELAKU / JARINGAN PELAKU,

KORBAN BERTEMU LANGSUNG DENGAN PELAKU/
JARINGAN PELAKU.

PERGESERAN

1.

PEMALSUAN DOKUMEN BERUPA SURAT KETERANGAN,;
KAWIN PESANAN;

VISA KUNJUNGAN DAN KMDN DITELANTARKAN/
DITANGKAP DGN TUJUAN DAPATKAN STATUS
PENGUNGSI (JEPANG DAN HONGKONG);

MALAYSIA DAN SINGAPURA MENJADI TEMPAT
TRANSIT;

PEREKRUTAN MELALUI MEDIA SOSIAL,

KORBAN TIDAK BERTEMU LANGSUNG DENGAN
PELAKU/ JARINGAN PELAKU.




a BRESKR i

PENGERTIAN o

UUNO, 21TH 2007

Pasal 1 butir 1

adalah
Tindakan rekrut, angkut,
tampung, kirim, pindah, atau
terima seseorg dgn ancam
kkrsn, gun kkrsn, culik, sekap,
palsu, tipu, gun kekuasaan atau
posisi rentan, jerat utang atau

beri bayaran atau manfaat
sehingga peroleh persetujuan
dari org yg memegang kendali
atas org lain untuk tujuan
eksploitasi atau akibatkan org
tereksploitasi

g,

Pasal 1 butir 2

adalah setiap tindakan
atau serangkaian yang
memenuhi unsur - unsur tindak
pidana yang ditentukan dalam
undang - undang ini




KOMPONEN UTAMA UNSUR TPPO

WAJIB TERPENUHI 3 UNSUR TPPO

O©OrO»O

EKPLOITASI ATAU
AKIBATKAN ORG

ANCM KEKERASAN, TEREKSPLQITASI :
REKRUT, ANGKUT, GUN KEKERASAN,

A. FORMIL:
TAMPUNG,KIRIM,PE CULIK, SEKAP, PALSU, DENGAN MAKSUD

MINDAHAN, ATAU TIPU, GUN KEKUASAAN
MENERIMA ATAU PQ3IS] RENTAN, B. MATERIL:

JERAT UTANG, BERI TEREKSPLOITASI

SESEORANG BAYARAN, MANFAAT

(5ESUAI PEN.JELASAN
PASAL 2 AYAT (1))

+ DALAM MASING-MASING UNSUR PROSES, CARA DAN TUJUAN TIDAK HARUS
SEMUA DI PENUHI CUKUP 5ALAH SATU ELEMEN DARI MASING-MASING UNSUR TSB
+ DALAM KORBAN ADALAH ANAK, TIDAK PERLU MEMBUKTIKAN UNSUR TUJUAN




EKSPLOITASI

MELIPUTI

PELACURAN

KERJA / PELAYANAN
PAKSA

PERBUDAKAN / PRAKTEK
SERUPA PERBUDAKAN
PENINDASAN
PEMERASAN
PEMANFAATAN FISIK
{SEKSUAL / ORGAN
REPRODUKSI SCR
MELAWAN HKM
PINDAHKAN /
TRANSPLANTASI ORGAN
& ATAU JARINGAN
TUBUH

MANFAATKAN TENAGA /
PUAN SESEORG OLEH
PIHAK LAIN

TINDAKAN

UNTUK
DAPATKAN
KEUNTUNGAN
BAIK
MATERIIL
MAUPUN
IMMATERIIL

DENGAN ATAU
TANPA

PERSETUJUAN
KORBAN




1)

SUBYEK
HUKUM

KORPORASI *

SUBYEK HUKUM

« Perekrut.
» Pengangkut.
« Penampung.

« Pengirim.
» Pemindah.
» Penerima.

KUMPULAN
ORANG

KELOMPOK
TERORGANISIR

MATERIIL

MENDAPAT

LUNTUNG

IMMATERIIL

PASAL &

SETIAP
PENYELENGGARA
NEGARA PIDANA
DITAMBAH 1/3




.
PENYEBAB TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG

ORGANISASI
KEJAHATAN
LINTAS BATAS
NEGARA

BUDAYA

Kowin muda,
Budaya Mencari Kerja,
Urbon fife style,
{furich duit]
BISNIS

BURUH MIGRAN
ILEGAL

LAPANGAN
KERJA
TERBATAS




KORBAN

LAPORAN
{LP MODEL “B")

PENASEHAT HUKUM

PENDAMPING/LSM, INSTANSI
LAIN {BNP2TKI)

MASY : LSM. WARGA
o
@?}’ﬁ |NFUHM“::5' ) INSTANSI TERKAIT:; KEMENLU,
T .| {LP MODEL “A"} BNP2TK|
,.e \
\ = MEDIA
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PROSEDUR PENYIDIKAN OLEH POLRI

Dalam Negeri

SURAT KBRIf KIRI/ KORBANPH
LSM/INFORMAST KELUARGA/IINFORMAN

PENGIRIMAN SPDP 7 HAR!
HERJ4 SETELAH SF. 5I0MK
KELLIAR

‘ ' SESUAI DEN KEPUTASAN
MK NO; 1 HEPPUX I AM S
A
ponan nan
INFORMASI POLISI
wA® atayy "B Pangail, Riksa, Tanakap, m
Tahan, Geledah, Sita, SEI

KARA,

. f P21
| TDJK 2| T TAHAP IT
Perjemputan TKI, PERMULAAN
Identifikasi, Lit YG CUKUP

Dokumen,
observasi, surveilance




PERPRES 6% TH 2008 TTG
GUGUS TUGAS

KR A A SIAAN SIDII{ BILATERAL
IDEMTITAS o
o o w,
BENTUK RPK TUNTUT REGIOMAL
BERIKAN HAK =
F”TUEA” MULTILATERAL
RESTITUSI TPFO
N .
PEROLEH
REHABILITASI
KESEHATAN, HARTA
SOSIAL, KEKAYAAN
PEMULANGAN TSK DISITA
. UTK BYR

REETITUEI



DATA PENANGANAN TP. PERDAGANGAN ORANG
TAHUN 2015 S/D JULI 2019

2015 | 123 123 70 95 - 288 166 47 71 2 - 2
2016 | 110 184 67 81 - 332 165 43 60 - 1 2
2017 | 141 | 1.361 97 11 2 |1.471 | 183 44 83 1 - 6
2018 | 95 190 18 79 10 297 130 45 38 - - 2
2019 | 42 45 11 3 - 59 12 20 6 16 - -
JMLH| 511 | 1.903 263 269 12 | 2.447 | 656 199 | 258 19 1 12




TPPO KORBAN PMI NON PROSEDURAL DI ARAB
SAUDI

LP/A/0337/111/2019/BARESKRIM, TANGGAL 31 MARET 2019

S,BDM,EldanT TERSANGKA 3 ORANG

MODUS : 1. FAISAL HUSSEIN

) . SAEED Als
orban direkrut untuk dikirim ke ABDULLAH

ab Saudi untuk menjadi TKI/ PMI (SPONSOR)
anpa prosedur.

2. ABDALLA
IBRAHIM
ABDALLA Als
ABDULLA

(SPONSOR)
Pasal 4 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
dan atau Pasal 81, Pasal 86 Nomor 18
Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia

_ 3.NENENG



TPPO KORBAN PMI NON PROSEDURAL DI ABU
DHABI, UEA

LP/A/0730/VIII/2019/BARESKRIM TANGGAL 19 AGUSTUS 2019

T TMH TERSANGKA 5 ORANG

MODUS: : 1.SDR. H. A?EP I)3in 3 I\g_ngﬁ:\L(ﬁm
Korban direkrut dan dikirim ke Abu LG IE T, g
: .. SPONSOR (AGENSI)
habi untuk menjadi TKI/ PMI PRT St
a prosedur. Kemudian korban -

nendapatkan gaji dari majikan 2. Drs. H. SOFYAN

erlakukan tidak manusiawi

S. IRSADI Bin M.
IRSYAD,

‘ 14 % (SPONSOR)
o~ _ﬂl

W

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pemberantasan Tindak

atau Pasal 81, Pasal 86 Nomor 18 Tahun ENCANG(AGENSI)

2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran

|
Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan 4. HERMANSYAH Bin -
Indonesia ﬁ




TPPO KORBAN PMI NON PROSEDURAL MODU
PERKULIAHAN DI TAIWAN

LP/A/0777/1X/2019/BARESKRIM TANGGAL 05 SEPTEMBER 2019

AM dan AM TERSANGKA 2 ORANG

MODUS : 1. LUKAS (SPONSOR & MARKETING PERUSAHAAN)

rban direkrut dan dikirim ke Taiwan
gan modus dikuliahkan namun *

erjakan sebagai buruh pabrik PMI
!| I'. {-A | !

yrosedur, kemudian
atkan gaji tidak sesuai
2. MUJIONO (SPONSOR)

| _dan diperlakukan tidak

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (PTPPO) dan atau Pasal
83 dan Pasal 86 huruf a Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan

Pekerja Migran Indonesia;



PERMASALAHAN DALAM KERMA INTERNASIONAL

PERBEDAAN SISTEM HUKUM

ANTAR NEGARA
= TERBATASNYA
TERBATASNYA DASAR HUKUM KESEPAKATAN Y6
DALAM KERJASAMA » BLM ADA PERATURAN
INTERNASIONAL KEPOLISIAN EReTRADIST |
= BLM SEMUA NEG. PUNYA
PER]. EKSTRADISI & PERD.
BANTUAM TIMBAL BALIK
KURANGNYA DUKUNGAN & e e o

PARTISIPASI DARI INTERN POLRI
DAN INSTASI “ERKAIT

KURANGNYA PEMAHAMAN

FUNGSI INTE%)L

TERBATASNYA KEMAMPUAN v gﬁ:ﬁLEPERANCIS. ARAB,
PERSONEL . PENGALAMAN LN

o PENGALAMAN LIDIK/ SIDIK




HAMBATAN DLM PENANGANAN TPPO

Pelaku Informasi
Korban Berpindah- Bravax
Pindah Terbatas

~ Tidak
Melapor

P
Eﬁlum k 4 ©  Kurang
T;:Jubp e Korban ._ atau
i * hilangnya
Mencabut nangny
R Laperan ﬂﬁ% alat bult
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